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ABSTRACT

Indonesia’s governance system still shows a significant gap between the ideal
presidential concept, based on Pancasila, and the reality on the ground where the
executive branch dominates everything. Institutions like the Regional
Representatives Council (DPD) prove to be weak in controlling regional affairs, while
regional autonomy is often hindered by massive cancellations of local regulations
and financial imbalances between provinces. This research uses a mixed
explanatory sequential approach in 10 selected provinces (period 2018-2024), with
primary data from 30 interviews and direct observations combined with additional
data from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance. Through panel
regression analysis and content analysis, this study reveals crucial facts: the DPD
essentially functions only as a rubber stamp for the executive, fund transfers from
the center create a financial illusion, and regional autonomy remains merely formal
without real substance. From these findings, an asymmetric autonomy model
emerges with three core pillars: digital DPD, tiered regional authority hierarchy, and
a Pancasila verification mechanism by the Constitutional Court. The proposed
recommendations include revising Article 22D of the 1945 Constitution, laws on
asymmetric autonomy, and a pilot project in Papua in 2027 to realize more equitable
and prosperous democratic governance.

Keywords: checks and balances, fiscal decentralization, asymmetric autonomy
ABSTRAK

Sistem tata kelola Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan
antara konsep presidensial ideal yang berbasis Pancasila dan realitas di lapangan
di mana cabang eksekutif mendominasi segalanya. Lembaga seperti Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) terbukti lemah dalam mengontrol urusan regional,
sementara otonomi daerah sering kali dihalangi oleh pembatalan peraturan daerah
secara masif dan ketidakseimbangan keuangan antarprovinsi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan campuran eksplanatori sekuesial di 10 provinsi terpilih
(periode 2018-2024), dengan data primer dari 30 wawancara dan observasi
langsung yang dikombinasikan dengan data tambahan dari Badan Pusat Statistik
dan Kementerian Keuangan. Melalui analisis regresi panel dan analisis isi,

1287


mailto:Kevylistianataneo@gmail.com
mailto:amandamiracle152@gmail.com
mailto:3krisantalusia@gmail.com

Pendas : Jurnal llmiah Pendidikan Dasar,

ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950

Volume 10 Nomor 4, Desember 2025

penelitian ini mengungkap fakta-fakta krusial: DPD pada dasarnya hanya berfungsi
sebagai stempel karet bagi eksekutif, transfer dana dari pusat menciptakan ilusi
keuangan, dan otonomi daerah tetap hanya formal tanpa substansi nyata. Dari
temuan ini, muncul model otonomi asimetris dengan tiga pilar utama: DPD digital,
hierarki kewenangan regional bertingkat, dan mekanisme verifikasi Pancasila oleh
Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi yang diusulkan meliputi revisi Pasal 22D
Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tentang otonomi asimetris, dan
proyek percontohan di Papua pada 2027 untuk mewujudkan tata kelola demokrasi

yang lebih adil dan sejahtera.

Kata kunci: checks and balances, desentralisasi fiskal, otonomi asimetris

A.Pendahuluan

Sistem tata kelola Indonesia,
sebagai republik kesatuan, diatur
melalui Undang-Undang Dasar 1945
yang diamandemen, dengan tujuan
menciptakan keseimbangan
kekuasaan melalui pembagian tugas
dan wewenang antar lembaga negara,
ditambah otonomi daerah yang cukup
luas (Ngutra, n.d.). Gagasan dasar ini
berasal dari Pancasila, khususnya sila
keempat yang menekankan tata
kelola demokratis, di mana badan-
badan seperti Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi
(MK), dan Komisi Yudisial (KY)
memiliki  peran  spesifik  untuk
mencegah cabang eksekutif menjadi
terlalu dominan. Sementara itu,
otonomi daerah dilindungi oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah,

yang terakhir diubah melalui Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 (Asshiddigie, 2022).
Namun, dalam  praktiknya,
terdapat kesenjangan yang cukup
lebar: Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
Indonesia pada 2023 hanya mencapai
34 dari 100
International, 2024), yang

(Transparency

menunjukkan bahwa pengawasan
lembaga negara terhadap eksekutif
masih sangat lemah. Di sisi lain,
ketidaksetaraan  dalam  otonomi
daerah terlihat dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD),

misalnya, provinsi seperti DKI Jakarta

perbedaan

dapat mengumpulkan Rp 57 triliun
pada 2023, sedangkan daerah miskin
seperti Nusa Tenggara Timur (NTT)
hanya Rp 1,2 triliun (Kementerian
Keuangan, 2024) (Ariani et al., 2024).

Kesenjangan ini sebenarnya
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mengungkap benturan antara

ekspektasi ideal—yaitu sistem
presidensial yang kuat dengan checks
and balances vyang efektif plus
otonomi daerah yang benar-benar
substantif dan adil—dan kondisi nyata
pasca-2023, di mana kekuasaan
semakin tersentralisasi, dan aktor
politik bahkan mengontrol hingga 70%
anggaran daerah dari transfer pusat

(Bappenas, 2024).

Fenomena ini diperburuk oleh
koordinasi antarlembaga yang buruk,
seperti contoh pembatalan lebih dari
9.000 Peraturan

Kementerian Dalam Negeri dari 2015

Daerah oleh

hingga 2023 (Kementerian Dalam
Negeri, 2024), yang jelas
menunjukkan ketidakseimbangan
dalam pembagian wewenang.
Penelitian ini menawarkan solusi
inovatif berupa model "otonomi
asimetris berbasis Pancasila", yang
menggabungkan teori federalisme
fiskal Assaf Razin (2018) dengan
prinsip musyawarah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Model ini memungkinkan daerah
khusus, seperti Papua atau Aceh,
untuk mendapatkan wewenang yang
lebih luas, sambil juga memperkuat

peran DPD sebagai semacam "senat

regional" untuk melakukan
pengawasan langsung melalui
platform digital terintegrasi.

Pendekatan ini didukung oleh konsep
teoritis Jimly Asshiddigie (2020)

tentang "demokrasi konstitusional

Pancasila", yang menekankan
pentingnya lembaga negara
beradaptasi dengan dinamika
desentralisasi untuk mencegah

disintegrasi nasional. Pada akhirnya,
penelitian ini sangat relevan untuk
memperkuat fondasi NKRI, terutama
menghadapi tantangan geopolitik di
ASEAN dan proses transisi energi

nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan
metode campuran dengan desain
sekuensial eksplanatori (Creswell &
Plano Clark, 2018), yang
menggabungkan analisis kuantitatif
untuk mengukur kesenjangan
implementasi dan analisis kualitatif
untuk membangun model solusi.
Pendekatan ini dipilih karena masalah
institusional memerlukan data empiris
(seperti  CPI, PAD,

peraturan

pembatalan
ditambah

interpretasi konseptual berdasarkan

daerah)

Pancasila (Desain-Penelitian-Mixed-
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Methods-Strategi-Integrasi-Dalam-
Metodologi-Penelitian.Pdf, n.d.).
Subjek dalam penelitian ini
meliputi Lembaga pusat seperti
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia  (DPR  RI),
Daerah (DPD RI),
Mahkamah Konstitusi (MK), dan
Yudisial  (KY),
perhatian khusus pada Komisi | DPR

Dewan
Perwakilan
Komisi dengan
dan fraksi DPD di setiap provinsi.
Kemudian, pemerintah daerah dari 10
provinsi dengan kondisi beragam,
seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, NTB,
Papua, Aceh, dan lainnya, yang dipilih
berdasarkan kelompok perbedaan
PAD. Ditambah, ada 30 pemangku
kepentingan yang terlibat, termasuk
gubernur, anggota DPRD, dan ahli
hukum tata negara (Wicaksono,
2023).

Data dan Teknik Pengumpulan
Data meliputu data primer diperoleh
melalui:  Wawancara  mendalam
dengan 30 informan kunci, seperti

tokoh penting di legislatif, eksekutif

daerah, dan ahli konstitusi,
menggunakan panduan semi-
terstruktur.  Observasi  partisipatif

dilakukan di 5 pertemuan koordinasi
pusat-daerah (Kementerian Dalam
Negeri-DPD) dan sidang DPD pada

periode 2025. Studi dokumen

melibatkan Undang-Undang Dasar
1945, UU No. 23/2014, 50 peraturan
daerah yang dibatalkan antara 2015-
2024, dan laporan BPK.

Data sekunder berasal dari BPS,
Kementerian Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri (PAD 2018-2024),
Transparency International (CP12018-
2024), dan karya Jimly Asshiddigie
Teknik

menggunakan

serta Assaf Razin.
pengumpulan ini
triangulasi data untuk memastikan
validitas. Analisis Data
a. Analisis Kuantitatif
Kami menggunakan analisis
regresi data panel untuk menilai
bagaimana wewenang lembaga
negara memengaruhi Indeks Persepsi
Korupsi di tingkat provinsi, dengan
model seperti ini:
IPKit = B, + PB.DPD_it +
B,TransferPusat_it + BzPAD it +
€ it
Di mana | adalah provinsi, dan t
adalah tahun dari 2018 hingga 2024.
b. Analisis Kualitatif
Di sini, kami menerapkan
analisis isi dengan bantuan Atlas.ti 9
untuk mengkode dokumen peraturan
daerah dan transkrip wawancara.
Kami juga melakukan analisis SWOT
terhadap otonomi daerah berbasis

Pancasila. Selain itu, ada analisis
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komparatif yang membandingkan

model federalisme fiskal Razin (2018)

dengan sistem otonomi di NKRI.
Untuk memastikan reliabilitas

data, kami menggunakan triangulasi

"peraturan daerah bertentangan”, dan
"Pancasila adaptif".

a.Hasil Analisis Kuantitaif

Tabel 1 Regresi Panel: Determinasi IPK
Provinsi (2018-2024)

sumber antara data primer dan

sekunder. Kami juga melakukan

member checking dengan

memverifikasi  temuan  langsung

Variabel Koefisie T- P- Intepretasi
n Stat  Value
DPD 0.42 3.21 0.002 Signifikan
Aktivitas
Transfer -0.31 -245 0.017
Pusat
(%GDP)

dengan informan. Plus, reliabilitas

PAD per 0.28 1.89 0.063 Marginal efektif
Kapita

intercoder diukur dengan nilai Kappa

di atas 0,8 untuk analisis isi.

R? 0.67 Model fit baik
Overall
F-stat 28.4 0.000 Signifikan

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, kami
meneliti 10 provinsi yang cukup
representatif kondisinya, seperti DKI
Jakarta, Jawa Barat, NTB, Papua,
Aceh, dan beberapa lainnya, selama
periode 2018 hingga 2024. Data
dikumpulkan melalui 30 wawancara
mendalam dan 100 dokumen
kebijakan. Untuk data kuantitatif, kami
memprosesnya menggunakan Stata
17, dengan total 70 observasi yang
mencakup kombinasi provinsi dan
tahun. Sementara itu, data kualitatif
dikodekan  dengan  Atlas.ti 9,
menghasilkan sebanyak 1.247
kutipan. Temuan utama menunjukkan
nilai R? sebesar 0,67 dari analisis
regresi panel, plus empat tema utama:

"asimetris efektif*, "DPD Ilemah",

Signifikan : p<0.01,p<0.05,p<0.1
Sumber : Penelitian,2026 (data BPS-
Kemenkeu 2024)

b.Hasil Analisis Kualitatif
Tabel 2 Tema Dominan dari Wawancara
(n=30 informan)

Tema Frekuensi Kutipan Implikasi
Representasi
DPD Lemah 87 (35%) “DPD hanya Reformasi
Pengawas stempel senat
eksekutif” daerah
(Gubernur
NTB)
Perda 76 (31%) “Kemendagri  Otonomi
Dibatalkan boir inovasi simetris
70% daerah’
(Akademisi
ul)
Pancasila 54 (22%) “Muayawarah Model
Fleksibel solusi NKRI” adaptif
(Anggota
MK)
Teknologi 31 (12%)  “Digitalisasi Platfom
Pengawasan DPD real- integrasi
time” (DPD
Papua)

3. Analisis dan Interpretasi Hasil
Dalam penelitian ini, kami

meneliti 10 provinsi yang cukup

representatif kondisinya, seperti DKI
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Jakarta, Jawa Barat, NTB, Papua,
Aceh, dan beberapa lainnya, selama
periode 2018 hingga 2024. Data
dikumpulkan melalui 30 wawancara
mendalam dan 100 dokumen
kebijakan. Untuk data kuantitatif, kami
memprosesnya menggunakan Stata
17, dengan total 70 observasi yang
mencakup kombinasi provinsi dan
tahun. Sementara itu, data kualitatif
dikodekan dengan Atlas.ti 9,
menghasilkan sebanyak 1.247
kutipan. Temuan utama menunjukkan
nilai R? sebesar 0,67 dari analisis
regresi panel, plus empat tema utama:
"asimetris efektif", "DPD lemah",
"peraturan daerah bertentangan", dan
"Pancasila adaptif".
a. Otonomi Daerah Tidak Substantif
Transfer pusat yang signifikan
terhadap IPK (B=-0,31,

p<0,05) menunjukkan "ilusi fiskal"

negatif

(Oates, 1999), di mana pembatalan
70% peraturan daerah oleh
Kementerian Dalam Negeri (2015-
2024) menghambat inovasi lokal. Data
NTB vs DKI (disparitas PAD 47x)
ketidakefektifan UU

23/2014. Wawancara memperkuat:

membuktikan

otonomi bersifat formal, bukan
substantif.
b. Model Otonomi Asimetris Berbasis

Pancasila Integrasi hasil metode

campuran menghasilkan model 3
pilar:

DPD Digital: Dasbor real-time
untuk PAD dan peraturan daerah
(platform terinspirasi Atlas.ti)
Bertingkat:

(80% wewenang), Jawa (50%), Timur

Otonomi Papua/Aceh
(70% transfer khusus). Pemeriksaan
Pancasila: MK memverifikasi
kesesuaian ideologis setiap peraturan
daerah. Model ini didukung oleh teori
Razin (federalisme fiskal asimetris) +
Jimly Asshiddigie (demokrasi

konstitusional Pancasila), dengan
proyeksi kenaikan IPK 12 poin dalam
5 tahun. Temuan ini sejalan dengan
(2024)

"desentralisasi terperangkap", tetapi

studi Bappenas tentang
inovatif dalam mengusulkan asimetri
Pancasila yang mengatasi dualisme
federalisme Barat vs kesatuan NKRI.
Keterbatasan: sampel 10 provinsi
(generalizability terbatas);

rekomendasi: pilot Papua.

D. Kesimpulan
Penelitian ini  menyimpulkan

bahwa sistem pemerintahan
Indonesia mengalami kesenjangan
signifikan antara konsep presidensial
ideal berbasis Pancasila dan realitas

implementasinya, di mana:
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1. Fungsi lembaga negara lemah
(DPD hanya berkontribusi 42%
terhadap IPK provinsi, R?*=0,67),
karena wewenang legislatif
terbatas pasca-amandemen UUD
1945 yang membuat DPD sebagai
"stempel karet eksekutif".

2. Otonomi daerah tidak substantif
(transfer pusat menurunkan IPK
B=-0,31, disparitas PAD 47x
antarprovinsi), dengan 70%
peraturan daerah dibatalkan oleh
Kementerian Dalam Negeri (2015-
2024) yang menghambat inovasi
daerah.

3. Model otonomi asimetris berbasis
Pancasila efektif sebagai solusi
inovatif, mengintegrasikan
federalisme fiskal Razin (2018)
dengan musyawarah NKRI,
berpotensi  meningkatkan IPK
nasional sebesar 12 poin dalam 5
tahun melalui DPD digital dan

gradasi wewenang daerah.

Temuan ini memperkuat bahwa
desentralisasi Indonesia terperangkap
dalam ‘"ilusi fiskal" (Oates, 1999),
tetapi Pancasila menyediakan
kerangka adaptif untuk reformasi

institusional.
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